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ABSTRACT 

 

District government Sukajadi, Pekanbaru, Riau Province. As the district 

with the highest population density in the city of Pekanbaru city and as the 

development of rapid, Sukajadi district should be able to provide maximum 

service to the public in accordance with the duties and functions. So far, the 

Government District Sukajadi interms of the services as described above have 

been evaluated, and the evaluation  

Results obtained from the assumption that the services performed by a 

strategic business unit is still not optimal and seemed to slow. It is marked with 

the number of people who complained about the service at Head Office Sukajadi, 

particularly with respect to public services such as ID card and KK. 

The purpose of this study was to determine the performance of duties of 

government and public service by the District government Sukajadi, knowing the 

business district guidance on governance and public service by the District 

government Sukajadi, and know the obstacles in the development efforts of the 

district administration and the public service by the District government Sukajadi 

to its employees.  

Theory (approach) is used as a tool of analysis in this study is a theory 

about the organization, coaching and administration. While the methods used in 

this research is descriptive qualitative research which is intended to provide a 

systematic overview of the observed phenomena. 

Based on these results, it can be concluded that the district head coaching 

Sukajadi in motivating employees to use outside of the authority he has. This is 

because the Head tends promising benefits to their employees (especially 

temporary employees) of their performance. Camat not been able to provide 

optimal motivation as Head has not been able to figure out the psychological 

needs of employees due to lack Head of doing good interaction and 

communication with employees resulting in stiffness between the two. 

Working environment and personal skills possessed Head to Head 

disincentives leadership style that is not optimal. While Head has a supporting 

factor that he can use to optimize the leadership to make it better, such as 

legitimacy, compliance employees, and work motivation owned Head. These 

things can be used in the district to try to build a good relationship between him 

and the employees. 
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LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Pemerintah Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sebagai 

kecamatan dengan populasi terpadat di Kota Pekanbaru dan seiring perkembangan 

kota yang sangat pesat, kecamatan Sukajadi harus mampu memberikan pelayanan 

maksimal kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut ini adalah 

tabel kepadatan penduduk di Kecamatan Sukajadi serta perbandingannya dengan 

beberapa kecamatan: 

Tabel I.1 

Tingkat Kepadatan Penduduk Kecamatan  

di Kota Pekanbaru 

 

No Kecamatan Luas Jumlah Penduduk Kepadatan/km 

1 Sukajadi 3,76 47. 174 12.546 

2 Pekanbaru Kota 2,26 25.062 11.089 

3 Limapuluh 4,04 41.333 10.231 

4 Senapelan 6,65 36.434 5.479 

5 Marpoyan Damai 29,74 125.697 4.227 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru tahun 2011 

 

Tabel di atas menggambarkan bahwa Kecamatan sukajadi merupakan 

kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi sehingga perhatian dan 

kerja keras dari pemerintah kota maupun kecamatan sangat diperlukan agar 

pelayanan berjalan maksimal. Upaya peningkatan pelayanan publik ini merupakan 

barometer keberhasilan suatu lembaga pemerintahan, maka dengan demikian 

penguatan majemen pemerintahan merupakan lamgkah yang harus segera 

dilakukan demi tercapainya reformasi birokrasi.  

Sejauh ini, Pemerintah Kecamatan Sukajadi dalam hal pelayanan seperti 

yang dijelaskan di atas telah melakukan evaluasi, dan dari hasil evaluasi tersebut 

didapat asumsi bahwa pelayanan dilakukan oleh unit kerja terkait masih belum 

optimal dan terkesan lamban. Ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang 

mengeluhkan pelayanan di Kantor Camat Sukajadi, terutama yang menyangkut 

pelayanan umum seperti pembuatan KTP dan KK. 

 Pelayanan yang belum maksimal tersebut salah satunya disebabkan oleh 

kualitas personal para pegawai yang masih rendah, ini ditandai dengan tingkat 

pendidikan yang masih tergolong rendah untuk ukuran tuntutan pelayanan yang 

dibutuhkan, berikut adalah tabelnya: 

Tabel I.3 

Tingkat Pendidikan Pegawai  

di Kantor Camat Sukajadi 

 



JK SMA D3 S1 S2 

LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR 

9 6 3 1 - 2 3 1 1 1 

Sumber: Kantor Camat Sukajadi Tahun 2013 

 

Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan di Kantor Camat 

sukajadi masih didominasi oleh lulusan SMA, yakni 4 orang. Keempat pegawai 

yang lulusan SMA tersebut adalah ditempatkan pada posisi staf yang secara 

langsung melakukan pelayanan kepada masyarakat. Penulis beranggapan bahwa 

salah satu penyebab kurang maksimalnya pelayanan di Kecamatan Sukajadi 

adalah disebabkan oleh tiga hal, yakni: 

1. Rendahnya tingkat pendidikan Pegawai, terutama pada jabatan staf. 

2. Lemahnya Kontrol atasan terutama Camat kepada Pegawai 

sehingga program sering terbengkalai. 

3. Kurangnya maksimalnya Pembinaan kelembagaan oleh Pemerintah 

kota Pekanbaru setelah kewenangan dilimpahkan ke Kecamatan. 

 

 

KONSEP TEORITIS 

Organisasi 

Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek (Mariun, 1979: 2-

5), yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan dari segi tugas 

dan kewenangan (fungsi). Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan 

berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada 

kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah 

negara itu demi tercapainya tujuan negara. Segala kegiatan yang terorganisasikan 

berarti kegiatan-kegiatan yang memenuhi syarat-syarat organisasi. Artinya, 

kelompok manusia yang mempunyai tujuan bersama, yang dapat dilakukan 

dengan bekerja sama. Lalu agar kerjasama itu berjalan dengan baik maka 

diadakan pembagian kerja di bawah satu pimpinan. Pengertian bersumber pada 

kedaulatan ialah bersumber pada pemegang kedaulatan di dalam negara, misalnya 

rakyat yang memegang kedaulatan di Indonesia. Selanjutnya berlandaskan pada 

dasar negara berarti semua kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah 

negara. 

Munawardi Reksohadiprawiro (2007:12) mengatakan bahwa Organisasi 

adalah merupakan peyusunan dan pengelompokan kegiatan dan orang-orang yang 

melakasanakan kegiatan tersebut dalam usaha mencapai tujuan bersama. 

Sedangkan Sondang P. Siagian (2001:27) berpendapat Organisasi sebagai 

kelompok yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dah bawahan yang 

bekerja sama untuk tujuan bersama pula. 

 

Pembinaan Pegawai 

Pembinaan adalah proeses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan 

dan pengendalian supaya anggota organisasi dapat memanfaatkan penggunaan 

sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.   



Miftah Thoha (1993: 7) mendefinisikan pembinaan sebagai suatu tindakan, 

proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan 

adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, 

berkembang atau peningkatan atas sesuatu hal. Ada dua unsur dari pengertian 

pembinaan ini, yakni pembinaan itu sendir bias berupa suatu tindakan, proses atau 

pernyataan dari suatu tujuan adan yang kedua adalah bahwa pembinaan itu bisa 

menunjukkan pada perbaikan atas sesuatu. 

 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Sukajadi Kota Pekanbaru. 

Adapun pemilihan lokasi ini dilakukan karena dari indikasi latar belakang yang 

telah dijabarkan, menurut penulis sangat dipengaruhi oleh pembinaan pimpinan 

dan kelembagaan yang belum maksimal pada Kantor Kecamatan tersebut, 

sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan 

beberapa cara, yakni :  

 1. Wawancara (interview)  

Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara 

langsung kepada responden, baik secara terstruktur maupun wawancara bebas 

terutama kepada key informan.  

 2. Observasi 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung objek penelitian. 

 

 

Metode Analisa Data 

Data yang penulis peroleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya 

dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data 

tersebut diolah dan dianalisa menurut teori yang digunakan dan disajikan dalam 

bentuk uraian. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

Pembinaan Camat terhadap Organisasi yang Dipimpinnya 

 

Camat selaku mempunyai hak dan kewenangan dalam pemberian perintah 

kepada para pegawainya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatannya 

sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 

Tentang Kecamatan. Sebagaimana perannya sebagai pemberi perintah, Camat 

Sukajadi juga memiliki wewenang memberikan perintah serta pembinaan kepada 

para pegawainya agar dapat memberikan kontribusi yang nyata sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Peranan Camat dalam 

pemberian pembinaan dapat dilihat dari aspek mekanisme dan sifat perintah. 

 Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan di lokasi 

penelitian atas pertanyaan apakah Camat berperan dalam memberikan perintah 



atau instruksi secara lansung kepada para pegawai, berikut diperoleh jawaban 

sebagaimana Abd. Latif, salah satu staf di Kantor Kecamatan Camat Sukajadi  

mengungkapkan  : 

 

“Biasanya saya mendapat perintah untuk melaksanakan tugas seperti 

pembuatan surat maupun pengiriman surat, melalui Sekretaris 

Kecamatan. Namun jika kebetulan bertemu langsung dengan Camat, 

kadang-kadang juga diberi perintah melaksanakan suatu tugas”. (hasil 

wawancara 25 April 2013). 

 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Silviana S.E, salah satu staf di kantor 

kecamatan Camat Sukajadi: 

“Camat lebih banyak melakukan pekerjaan dan tugasnya sendiri 

dibanding berkomunikasi dengan pegawainya, komunikasi beliau 

kepada pegawai sangat terbatas. Beliau biasanya hanya memberikan 

instruksi-instruksi biasa kepada pegawai sesuai pekerjaannya”. ( Hasil 

wawancara tanggal 25 April 2013). 

 

Mengenai peran Camat Sukajadi tentang pemberian perintah secara tidak 

langsung, berikut beberapa pendapat informan yang telah diwawancarai. Salah 

satunya  dari pengungkapan Lili Amelia. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan 

Sukajadi yang mengatakan : 

“Perintah atau instruksi mengenai pelaksanaan tugas biasanya 

disampaikan oleh Staf di Kantor Kecamatan melalui surat. Namun 

terkadang pula Camat mengirim undangan melalui stafnya di Kantor 

Kecamatan agar saya datang ke Kantor Kecamatan untuk selanjutnya 

menerima tugas, jadi menurut saya beliau terkadang melakukan 

perintah tidak langsung dan juga biasanya memberikan perintah 

langsung namun lebih dominan pada perintah secara tidak langsung”. 

(Hasil wawancara tanggal 25 April 2013). 

 

Pemberian perintah yang sifatnya memaksa berarti bahwa perintah itu 

harus dilaksanakan dalam kondisi apapun, dan kepada yang menerima perintah 

tidak alasan untuk menolak perintah tersebut. Sedangkan perintah yang sifatnya 

tidak memaksa berarti hanya berupa anjuran, saran atau himbauan kepada para 

pegawai agar mereka berpartisipasi ataupun tidak dengan alasan-alasan tertentu. 

Perintah yang sifatnya memaksa contohnya seperti pelaksanaan tugas dan fungsi 

masing-masing pegawai seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

dan tugas penting lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan di 

Kecamatan, khususnya yang sifatnya mendesak. Sedangkan perintah yang 

sifatnya tidak memaksa seperti pada himbauan-himbauan Camat kepada para 

pegawai, misalnya himbauan agar para pegawai dapat ikut serta berpartisipasi 

dalam kegiatan-kegiatan fisik ataupun kegiatan sosial lainnya bersama warga 

masyarakat yang tidak mengharuskan mereka terlibat. 

Seperti yang dilansir dari pernyataan Sekretaris Kecamatan Sukajadi, 

yakni Nurhasminsyah, S.STP, M.Si yang menyatakan : 



“Menurut saya, Camat tidak pernah melakukan perintah yang sifatnya 

memaksa kepada para pegawai di kantor kecamatan Sukajadi ini, 

kecuali yang berhubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab 

pegawai yang bertugas di kantor kecamatan, seperti yang diatur oleh 

peraturan perundang-undangan. Diluar daripada itu, Camat hanya 

memberikan himbauan agar mereka melaksanakan atau tidak 

melaksanakan sesuatu hal yang diberikan.” (Hasil wawancara tanggal 

26 April 2013). 

 

Selanjutnya peran Camat dalam pemberian perintah yang sifatnya tidak 

memaksa, Jefri Yandi, S.Pd Kasubag. Kepegawaian di kantor Kecamatan 

Sukajadi juga mengungkapkan : 

“Kalau berbicara tentang perintah yang tidak memaksa, itu hanya 

seperti himbauan-himbauan dan saran kepada kami agar bisa lebih baik, 

misalkan soal kerapian dan keikut sertaan dalam melaksanakan kerja 

bakti bersama warga. Semua hanya terbatas pada himbauan yang tidak 

mengharuskan kita untuk terlibat namun sebenarnya patut untuk kita 

laksanakan demi kebaikan bersama.” (Hasil wawancara tanggal 27 

April 2013). 

 

Dari hasil wawancara di atas, maka diperoleh gambaran bahwa dalam 

pemberian perintah yang memaksa dan tidak memaksa, Camat cukup arif dalam 

membedakan antara kedua sifat perintah tersebut. Camat tidak menggunakan 

kekuasaannya untuk memberikan semua perintah dengan unsur paksaan, namun 

beliau mengharapkan adanya kesadaran dari masing-masing pegawai untuk 

melaksanakan perintah yang sifatnya tidak memaksa tersebut (himbauan). 

 

Pembinaan Terhadap Pegawai 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan, 

dalam hal ini para pegawai di kantor Kecamatan Sukajadi tentang peran Camat 

dalam memberikan motivasi kepada para pegawainya, diperoleh gambaran 

bahwasanya peran camat dalam memberikan motivasi positif kepada para 

pegawainya masih dianggap kurang. Camat dianggap kurang memberi perhatian 

langsung kepada para pegawai dan sibuk dengan tugas-tugasnya sendiri. Camat 

biasanya hanya memberikan tunjangan, insentif, atau bonus kepada pegawai yang 

dianggap memiliki ketekunan dan telah menyelesaikan tugasnya tanpa 

memberikan dorongan secara langsung. Hal ini diperoleh dari pengungkapan 

Silviana, SE. salah satu staf di kantor Camat Sukajadi yang mengatakan : 

”Dalam soal memberikan motivasi, Camat biasanya tidak memberikan 

kami dorongan secara langsung namun beliau terkadang memberi kami 

insentif atau hadiah bagi yang dianggap berhasil dalam melaksanakan 

tugas pemerintahan di Camat Sukajadi ini. Hal itu sebenarnya sudah 

menjadi motivasi buat kami dalam bekerja walaupun sebenarnya akan 

lebih baik apabila Camat memberikan kami dorongan secara langsung 

dengan pendekatan-pendekatan tertentu yang bisa beliau gunakan, 



dengan begitu kami juga akan merasa dihargai dan tersentuh karena 

menerima motivasi langsung dari pemimpin” (Hasil wawancara 

tanggal 26 Aprils 2013). 

 

Pendapat tersebut jika diselaraskan dengan pengungkapan salah satu Staf 

di Kantor Camat Sukajadi yakni Bapak Abd. Latif, tidak jauh berbeda dengan 

pendapat di atas. Dalam wawancara tentang cara atau gaya yang digunakan Camat 

Sukajadi dalam memberikan motivasi positif kepada para pegawainya, Abd. Latif  

mengungkapkan : 

”Menurut saya, Camat dalam memberikan motivasi kepada para 

pegawai lebih tertarik menggunakan pendekatan yang memberikan 

hadiah kepada mereka khususnya yang masih tenaga honor, saya pikir 

itu agak sedikit keliru sebab masyarakat di Kecamatan seperti ini yang 

sudah bersifat modern akan lebih tersentuh hatinya apabila dilakukan 

pendekatan secara langsung, dalam artian Camat menjalin interaksi 

dengan mereka untuk memotivasi mereka secara langsung” ( Hasil 

wawancara tanggal 27 April 2013). 

 

 

Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan 

 

Faktor Pendukung 

 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ada beberapa faktor yang 

mendukung Camat Kecamatan Sukajadi dapat menerapkan pembinaan 

berdasarkan wewenangnya yaitu : 

Legitimasi, yaitu kekuatan hukum yang dimiliki Camat sebagai pemimpin 

berdasarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan yang mengatur tugas dan 

kewenangan seorang Camat dimana ia memiliki hak untuk menerapkan 

pembinaan. Hal ini juga disampaikan oleh sekretaris kecamatan Sukajadi yakni 

Nurhasminsyah, S.STP, M.Si yang mengatakan : 

“Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 

yang mengatur tugas dan kewenangan seorang Camat,  saya kira 

sebagai seorang Camat, Ibu Dra. Hj. Seniwati Hais, M.Si mempunyai 

hak dalam hal menentukan gaya kepemimpinan yang akan ia terapkan 

dalam kepemimpinannya sebagai Camat, oleh sebab itu tugas dan 

wewenangnya itu didasarkan pada peraturan tersebut dan tentunya 

beliau bertumpuh pada peraturan tersebut apabila ada yang keberatan”. 

(Hasil wawancara tanggal 01Mei 2013). 

 

Motivasi kerja, adanya motivasi untuk bekerja dan melaksanakan tugas 

menjadi faktor pendukung dalam diri seorang pemimpin, dalam hal ini Camat 

Sukajadi yang memiliki motivasi kerja tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

perhatian Camat terhadap tugas-tugasnya. Maka dengan adanya motivasi tesebut, 

seharusnya Camat juga mampu membangun motivasi tersebut kepada 



bawahannya melalui interaksi dan komunikasi yang baik antara seorang pemimpin 

dan bawahan.  

 

 

Pendapatan/ Intensif, adanya pemberian intensif dari Pemerintah memacu 

kinerja seluruh pegawai termasuk Camat di kantor Kecamatan Sukajadi. Dengan 

adanya pendapatan bagi mereka, itu menjadi motivasi tersendiri buat para pegawai 

untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Seperti yang 

dikatakan Kasubag. Kepegawaian kecamatan Sukajadi, Jefri Yandi, S.Pd yang 

mengatakan : 

“jujur saja, kami bekerja karena kami merasa ini sudah menjadi 

tanggung jawab kami. Pemerintah menggaji kami dalam rangka untuk 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di kecamatan Sukajadi ini, 

jadi ini sudah menjadi kewajiban kami. Dan ini juga sebenarnya 

menjadi motivasi tersendiri buat kami untuk bekerja, semakin sesuai 

intensif yang kami dapatkan maka akan disesuaikan dengan kinerja 

kami”. (Hasil wawancara tanggal 30 Juli 2012). 

 

Kepatuhan pegawai, terkait dengan intensif  tadi sudah sepatutnya para 

pegawai mematuhi segala perintah dari atasan yang berhubungan engan tugas dan 

tanggung jawabnya. Kepatuhan pegawai merupakan salah satu faktor penting 

yang mendukung Camat dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam 

memberikan instruksi kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas. Para pegawai 

diharuskan mematuhi perintah Camat dalam hal penyelenggaraan tugas 

Pemerintahan di kecamatan Sukajadi. Jadi dengan kepatuhan pegawai, Camat 

seharusnya dapat memberikan motivasi dengan baik melalui pendekatan-

pendekatan tertentu yang dapat ia lakukan sesuai kemampuan yang dimilikinya. 

 

Faktor Penghambat 

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian di lokasi, maka ditemukan 

beberapa faktor penghambat gaya kepemimpinan Camat dalam memberikan 

motivasi kepada pegawainya, yaitu : 

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penghambat kepemimpinan 

Camat Sukajadi dalam memberikan motivasi kepada para pegawainya. Camat 

yang ditetapkan Bupati tidak sesuai dengan harapan para pegawai dan tokoh 

masyarakat kecamatan Sukajadi sehingga terjadi hubungan yang kurang harmonis 

diantara keduanya. Sehingga dengan kurangnya interaksi antara Camat dan 

pegawainya menyebabkan secara otomatis tidak terjadi pemberian motivasi secara 

langsung dari pemimpin terhadap pegawainya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat dan Kelurahan, Yauzar, S.sos yang 

mengatakan: 

“sebenarnya Camat yang menjabat saat ini kurang disenangi oleh 

sejumlah warga dan pegawai, mungkin disebabkan karena camat yang 

ditetapkan tidak sesuai dengan usulan warga dan sejumlah pegawai di 

kecamatan Sukajadi ini. Camat yang kami usulkan tiba-tiba saja 

diganti pada saat menjelang pelantikan, mungkin masalah ini menjadi 



salah satu bentuk kekecewaan sejumlah pegawai sehingga kurang 

dalam berkomunikasi dengan Camat”. ( Hasil wawancara tanggal 2 

Mei 2013). 

 

Selain itu faktor penghambat mengenai lingkungan kerja yang 

dimaksudkan dalam hal ini ialah kurangnya fasilitas-fasilitas kantor yang dapat 

menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah 

kecamatan. 

Kemampuan pribadi, dalam hal ini ialah kemampuan Camat untuk 

merangkul seluruh pegawainya di kantor kecamatan Sukajadi agar dapat 

memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

kecamatan masih kurang. Camat belum mampu membangun motivasi dan 

kepercayaan dalam diri setiap pegawainya. Kurangnya perhatian Camat pada 

setiap kebutuhan pegawai menjadi salah satu kelemahan Camat dalam melakukan 

pendekatan terhadap pegawainya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya 

hubungan komunikasi yang dilakukan Camat dengan pegawainya sehingga camat 

tidak mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pegawai sehingga 

dapat memotivasi mereka untuk bekerja secara efektif dan efisien. 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembinaan Camat Sukajadi dalam memotivasi pegawainya 

menggunakan di luar wewenang yang ia miliki. Hal ini dikarenakan Camat 

cenderung menjanjikan imbalan kepada para pegawainya (khususnya tenaga 

honorer) terhadap kinerja mereka.  Camat belum mampu memberikan motivasi 

secara optimal karena Camat belum mampu mengetahui kebutuhan psikologis 

pegawainya yang disebabkan karena Camat kurang dalam melakukan interaksi 

dan komunikasi yang baik dengan para pegawainya sehingga terjadi kekakuan 

diantara keduanya. 

Lingkungan kerja dan kemampuan pribadi yang dimiliki Camat menjadi 

faktor penghambat gaya kepemimpinan Camat sehingga menjadi tidak optimal. 

Sedangkan Camat memiliki faktor pendukung yang bisa ia gunakan untuk 

mengoptimalkan kepemimpinannya agar menjadi lebih baik, antara lain 

legitimasi, kepatuhan pegawai, dan motivasi kerja yang dimiliki Camat. Hal-hal 

ini dapat camat gunakan dalam mencoba membangun hubungan yang baik antara 

beliau dengan para pegawainya. 
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